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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat 

dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan berbasis akrual 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 

Anggaran 2023. 

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Tahun 2023 

merupakan pertanggung jawaban kegiatan yang Dana yang bersumber dari DPA 

dan DPPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Lima Puluh Kota 

Tahun Anggaran 2023. 

Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Kabupaten Lima 

Puluh Kota Tahun 2023  memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan 

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan.Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual 

sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel. 

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk 

meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan 

keuangan 

 

               Tanjung Pati,        Januari 2024 

Kepala 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

 

Ayu Mitria Fadri, S.Si,M.Mpd 

NIP. 19720923 200212 2 005 
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 

 

 Laporan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang tediri dari (a) 

Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan 

Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan Atas Laporan keuangan sebagaimana terlampir 

adalah tanggung jawab kami. 

 Laporan Keuangan berbasis akrual tersebut disusun berdasarkan sistem 

pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi 

pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara 

layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

Tanjung Pati,        Januari 2024 

Kepala  

.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
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Ayu Mitria Fadri, S.Si,M.Mpd 
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Laporan operasional 

Mutasi Tambah aset tetap 

Info Aktual 

Laporan Operasional Rinci 

Rekapitulasi Inventaris Per 31 Desember 2023 

Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Belanja DPA dan DPPA 

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Lima Puluh Kota Tahun 2023 

 SPJ Fungsional Tahun Anggaran 2023 

 

 



 

NOMOR Uraian 2023 2022

1 Ekuitas Awal 4.693.858.017,75       4.695.953.116,70       

2 Surplus/defisit - LO 8.753.851.369,78-       (7.064.441.945,95)      

3 R/K PPKD 8.365.128.273,00       7.062.346.847,00       

4 Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar -                                 -                                 

Koreksi Akm. Penysutan Pertama kali

Koreksi Hutang Tahun Lalu -                             -                                 

Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat -                             -                                 

Mutasi Tambah  Aset Tetap -                                 -                                 

Mutasi Kurang Aset Tetap                                -   -                                 

Koreksi Akm. Peny. AT-GB Tahun Sebelumnya                                -   -                                 

Koreksi kurang aset Ekstra Kompatabel 

5 4.305.134.920,97       4.693.858.017,75       

 Neraca 31/12/2017 dan 2016 4.305.134.920,97       4.693.858.017,75       

Kontrol -                             -                             

Sarilamak,   2   Januari   2024

Pengguna Anggaran

Ayu Mitria Fadri, S.Si,M.Pd

Nip.19720923 200212 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN  PERUBAHAN EKUITAS

PER  31  DESEMBER 2023 DAN 2022

Ekuitas Akhir


